1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi

Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme
penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-
saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik,
keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle dalam
Wahab, 2001: 59). Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi

kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan

Kebijakan publik seladu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu
tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapal sasaran tersebut
(Wibawa, 2002: 15). Di dalam *“cara” terkandung beberapa komponen kebijakan
yang lain, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa
kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem managjemen dilaksanakan,
serta kinerja kebijakan diukur. Di dalam cara inilah komponen tujuan yang luas
dan sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diintepretasikan. Cara ini biasa
disebut implementasi, yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun
swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan
adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta

mencapal perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.



Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan
Elmore sebagaimana dikutip Fadillah (2001: 139), bahwa implementasi kebijakan
adalag keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.
Mempelgjari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami
apa yang senyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau
dirumuskan yakni peristiwa-peristiva dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah
proses pengesahan  kebijakan negara, balk itu usaha  untuk
mengadmi nistrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu
pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Intinya implementasi kebijakan

berarti pel aksanaan dari suatu kebijakan atau program.

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan
tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung
jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target
group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan
sosia yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak
yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak
baik yang diharapkan (intended) maupun dampak yang tidak diharapkan

(spillover/negatif effects).

Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 2001: 71-81), untuk dapat
mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa
persyaratan, antara lain: kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi
pelaksana; tersedia waktu dan sumber daya; keterpaduan sumber daya yang

diperlukan; implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;
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hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;
hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan; kesamaan perseps dan
kesepakatan terhadap tujuan; tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara
sistematis; komunikasi dan koordinasi yang baik; Pihak-pihak yang berwenang

dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Sementara menurut Fadillah (2001: 141), peran penting dari analisis implementasi
kebijakan negara ialah mengidentifikasikan berbagai aspek yang mempengaruhi
tercapainya tujuan-tujuan formal pada proses implementasi. Untuk dapat meng-
implementasikan kebijakan atau program secara sempurna tidaklah sesederhana
yang dibayangkan, akan tetapi masih dihadapkan pada berbagai kesukaran-
kesukaran seperti kesukaran teknis, perilaku kelompok sasaran, kejelasan alokas

sumber daya, koordinasi, kondisi ekonomi, politik dan sosial.

B. Good Governance

Menurut Meutia Gani dan Rochman (2000: 7), Governance yang diterjemahkan
menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan
administras guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata
pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di
mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan
mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewagjiban dan menjembatani

perbedaan-perbedaan di antara mereka
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Menurut Sedarmayanti (2006: 12), istilah governance menunjukkan suatu proses
di mana rakyat bisa mengatur ekonominya, institus dan sumber-sumber sosial
dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk
menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian,
bahwa kemampuan suatu negara mencapai tujuan negara sangat tergantung pada
kualitas tata kepemerintahan di mana pemerintah melakukan interaksi dengan

sektor swasta dan masyarakat.

Menurut Lembaga Administrass Negara (2000: 6), good governance adalah
sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab,
serta efisien dan efektif dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif
di antara domain-domain negara, sector swasta dan masyarakat (society). Pada
tataran ini, good governance berorientasi pada dua ha pokok, yakni: Pertama,
orientas idea negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Pada
tataran ini, good governance mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan
bernegara dengan elemen-elemen  konstituennya,  seperti  legitimacy,
accountability, scuring of human right, autonomy and devolution of power dan
assurance of civilian control; Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal
yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.
Dalam konteks ini, good governance tergantung pada pada sgfauh mana struktur

serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien.
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Menurut Keban (2000: 52), konsep good governance memiliki antaralain:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Demokrasi, desentralisasi dan peningkatan kemampuan pemerintah;

Hormat terhadap hak asas manusia dan kepatuhan terhadap hukum yang
berlaku;

Partisipasi rakyat;

Efisensi, akuntabilitas, transparansi dalam pemerintah dan administrasi
publik;

Pengurangan anggaran militer;

Tataekonomi yang berorientasi pasar.

Menurut Thoha (2000: 13-14), good governance memiliki beberpa karakteristik,

yaitu sebagal berikut:

1

3.

Participation; Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan
keputusan, baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi
legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas
dasar keabsahan berasosias dan berbicara serta berpartisipasi secara
konstruktif.

Rule of Law; Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang
bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.

Transparancy; Transparansi dibangun atas dasar keabsahan arus informasi.
Proses-proses, lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima
oleh mereka yang membutuhkan.

Responsive; Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk

melayani setiap stakeholders.
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5. Consensus Orientation; Good governance menjadi perantara kepentingan
yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih
luas, baik dalam kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

6. Equity; Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai
kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. Effectiveness and effeciency; Proses-proses dan lembaga-lembaga
menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan
sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

8. Accountability; Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta
dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-
lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat
keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal
atau eksternal organisasi.

9. Strategic vision; Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good
governance dan pengembangan yang luas dan jauh kedepan segjalan dengan

apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Sementara itu menurut Keban (2000: 52), beberapa ciri good governance

meliputi:

1. Kemampuan, yaitu kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kebijakan
dan fungsi-fungsi pemerintah, termasuk sistem administrasi publik efektif dan
responsif;

2. Akuntabilitas dalam kegiatan pemerintah dan transparan dalam pengambilan

keputusan;
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3. Partisipasi dalam proses demokrasi, dengan memanfaatkan sumber informasi
dari publik dan dari swasta
4. Perhatian terhadap pemerataan dan kemiskinan;

5. Komitmen terhadap kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada pasar.

Nila yang terkandung dari pengertian beserta karakteristik good governance
tersebut merupakan nilai-nilai universal dan karenanya diperlukan pengembangan
dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna dan berhasil guna. Kondisi semacam ini perlu adanya akuntabilitas

dan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid
yang bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan
interaksi yang positif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan
masyarakat. Sebagai fondas legitimasi dalam sistem demokrasi, maka prosedur
dan metode pembuatan keputusan harus transparan agar supaya memungkinkan
terjadinya partisipasi efektif. Kondisi semacam ini mensyaratkan bagi siapa sgja
yang terlibat dalam pembuatan keputusan, baik itu pemerintah, sektor swasta
maupun masyarakat, harus bertanggung jawab kepada publik serta kepada
institus stakeholders. Selain itu, institusi governance harus efisien dan efektif
dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan masyarakat,
memberikan fasilitas dan peluang ketimbang melakukan kontrol serta

melaksanakan peraturan perundang-undanganan yang berlaku.
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C. Prinsip Transparansi

Menurut Keban (2000: 51), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau
kebebasan bagi setigp orang untuk memperoleh informas  tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informas tentang kebijakan, proses

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi menuntut usaha kongkrit dari pemerintah untuk membuka dan
menyebarluaskan informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi
harus seimbang, juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun
informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Dengan kata lain
transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil
oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik
antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin

kemudahan di dalam memperoleh informas yang akurat dan memadai.

Beberapa dasar hukum yang menjamin prinsip-prinsip transparansi dalam

penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 ayat (4)
menjelaskan bahwa asas penyelenggaraan negara adalah keterbukaan.
Kemudian di Pasa 9 dijelaskan bahwa peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan negara diwujudkan dalam bnetuk hak mencari dan
memperoleh informasi, serta hak menyampaikan saran dan pendapat terhadap

kebijakan penyel enggaraan negara.



2)

3)

4)

5)

6)
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3
ayat (1) ditegaskan bahwa keuangan negara dikelola secara transparan.
Pengelolaan keuangan negara yang transparan akan membuka ruang
terdistribusinya anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembuatan Peraturan
Perundang-Undangan, Pasal 5 huruf g menyatakan bahwa Pembentukan
Undang-Undang menganut asas keterbukaan. Dengan asas keterbukaan maka
akan membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses
pembentukan undang-undang, sehingga dapat melahirkan produk undang-
undang yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal
23 ayat (2) menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara transparan
dan akuntabel. Dalam Pasal 137 butir g juga disebutkan bahwa pembentukan
Peraturan Daerah (Perda) menganut asas keterbukaan, dan Pasal 178 ayat (1)
dan (2) menyatakan bahwa pengelolaan barang daerah dilaksanakan secara
transparan.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara, Pasal 2 ayat (1) huruf
(&) menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak mencari, memperoleh, dan
memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Pasal 4 secara tegas menerangkan bahwa keuangan daerah dikelola

secaratrasnparan.
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7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolan
Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (7) menjelaskan bahwa keuangan daerah
dikelola secara transparan berdasarkan prinsip keterbukaan yang
memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses

informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Transparansi dalam penyusunan RAPBD mengandung makna adanya informasi
secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat yang meliputi tujuan, sasaran,
sumber pendanaan pada setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran
anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapal dari suatu kegiatan yang

dianggarkan.

Menurut Meutia Gani dan Rochman (2000: 7), transparansi yakni adanya
kebijakan terbuka bagi pengawasan dan yang dimaksud dengan informasi adalah
informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh
publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik
yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.
Prinsip ini memiliki dua aspek, yaitu (1) penyebarluasan informasi mengenai
keuangan publik oleh pemerintah, (2) tersedianya hak masyarakat terhadap akses
informasi, (3) adanya forum untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat untuk
menyampaikan informasi mengenai keuangan publik (4) akomodasi kepentingan
masyarakat dalam penyusunan anggaran publik. Hal-hal tersebut menuntut
pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya, sebagai titik awal yang baik dari

pel aksanaan transparansi.
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Berdasarkankan uraian di atas maka unsur-unsur transparansi yang digunakan

dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Adanya penyebarluasan informas mengena penyusunan RAPBD oleh
pemerintah. Penyebarluasan informasi dalam hal ini pemerintah menggunakan
berbagai saluran berupa media cetak, media elektronik dan bagian hubungan
masyarakat pemerintahan bahwa akan dilaksanakan proses penyusunan
RAPBD, sehingga masyarakat luas mengetahui hal tersebut.

Tersedianya hak masyarakat terhadap akses informasi mengenai penyusunan
RAPBD. Dalam ha ini adanya jaminan dan kepastian bahwa masyarakat
memiliki hak untuk dapat mengakses informasi mengenai anggaran publik
yang akan disusun, karena pada dasarnya APBD yang nantinya dihasilkan
merupakan anggaran milik rakyat sehingga konsekuensinya adalah rakyat
memiliki hak penuh untuk mengakses informasi mengenai anggaran tersebut.
Diciptakannya suatu forum untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat
untuk menyampaikan informasi mengenai mengena penyusunan RAPBD.
Pemerintah dan DPRD hendaknya menciptakan suatu forum bagi publik untuk
menampung masukan dan pendapat masyarakat mengenai perencanaan
anggaran yang akan disusun. Berdasarkan informas tersebut maka para
pengambil kebijakan dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam
penyusunan anggaran publik.

Terakomodasi  kepentingan masyarakat dalam penyusunan RAPBD.
Maknanya adalah penyusunan anggaran publik harus memenuhi unsur

pemenuhan kebutuhan publik, sehingga penyusunannya harus mampu
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mengakomodas informasi, masukan dan saran yang disampaikan oleh publik

sebagai tanggungjawab untuk memenuhi kepentingan masyarakat |uas.

D. Anggaran Daerah

1. Arti Penting Anggaran Daerah

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah
untuk mengukur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan “self
supporting” dalam bidang keuangan. Dengan kata lain faktor keuangan
merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam
mel aksanakan otonominya. Secara realistis, praktek penyelenggaraan pemerintah
daerah selama ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah
terhadap pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari program kerja yang ada dalam
keuangan daerah cenderung merupakan arahan dari pemerintah pusat sehingga
besarnya aokas dana rutin dan pembangunan daerah belum didasarkan pada
standard analisa belanja tetapi dengan menggunakan pendekatan tawar menawar

inkremental atau incremental bargaining approach (Halim, 2001)

Dalam perspektif desentralisasi, pemerintah daerah sebaiknya memainkan peran

dalam penyusunan anggaran sebagai berikut:

a. Menetapkan prioritas anggaran berdasarkan kebutuhan penduduknya, bukan
berdasarkan perintah penyeragaman dari pemerintah nasional;
b. Mengatur keuangan daerah termasuk pengaturan tingkat dan level pgjak dan

pengeluaran yang memenuhi standard kebutuhan publik di wilayahnya;
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c. Menyediakan pelayanan dan servis pgjak sebagaimana yang diinginkan oleh
publik dan kepentingan daerah masing-masing;

d. Mempertimbangkan dengan seksama keuntungan sosial dari setiap program
dan rencana pembangunan, bukan hanya kepentingan konstituen tertentu;

e. Menggunakan daya dan kekuatan secara independen dalam mewujudkan dan
menstimulasikan konsep pembangunan ekonomi;

f. Memfokuskan agenda dan penetapan program ekonomi dalam anggaran yang
mendukung kestabilan pertumbuhan dan penyediaan |apangan kerja di daerah;

g. Menentukan batas kenormalan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan daerah;

h. Mencari dan menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga

mengurangi ketergantungan pada subsidi nasional (Baswir, 2002)

Perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan

anggaran daerah sebagai upaya pemberdayaan pemerintah daerah adalah:

a. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (public
oriented). Hal ini tidak sgja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian
anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya
partisipasi masyarakat dan DPRD dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan keuangan daerah;

b. Kgelasan tentang mis pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan
anggaran daerah pada khususnya;

c. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang
terkait dalam pengelolaan anggaran seperti DPRD, kepala daerah, sekretaris

daerah dan perangkat daerah lainnya;
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Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan
keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money,

transparansi dan akuntabilitas;

Kgelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, kepala daerah dan pegawai
negeri sipil daerah baik rasio maupun dasar pertimbangannya;

Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan
anggaran multi tahunan;

Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional;
Prinsip akuntans pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran
akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja
anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik;

Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran
asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme
aparat pemerintah daerah;

Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan
informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah
daerah terhadap penyebarluasan informasi sehingga memudahkan pelaporan,

pengendalian dan mempermudah mendapat informasi (Mardiasmo, 2003: 54)

Fungsi Anggaran Daerah

Fungsi anggaran daerah dalam proses pembangunan di daerah adalah :

a

Instrumen politik. Anggaran daerah adalah salah satu instrument formal yang
menghubungkan eksekutif daerah dengan tuntutan dan kebutuhan publik yang

diwakili oleh legidlatif daerah.
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Instrumen kebijakan fiskal (fiscal tool). Dengan mengubah prioritas dan besar
alokas dana, anggaran daerah dapat digunakan untuk mendorong, memberi
fasilitas dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat guna mempercepat
pertumbuhan ekonomi daerah.

Instrumen perencanaan (planning tool). Di dalam anggaran daerah disebutkan
tujuan yang ingin dicapai, biaya dan hasil yang diharapkan dari setiap kegiatan
dimasing-masing unit kerja.

Instrumen pengendaian (control tool). Anggaran daerah berisi rencana
penerimaan dan pengeluaran secara rinci setiap unit kerja. Hal ini dilakukan

agar unit kerjatidak mengal okasikan anggaran pada bidang yang lain.

Secara umum anggaran pemerintah harus mencerminkan empat fungsi yaitu :

a. Anggaran digunakan untuk menentukan prioritas kebijakan pembangunan

b.

C.

d.

melalui pemberian alokasi dana pada prioritas tersebut

Anggaran mencerminkan rencana detail dari pendapatan dan pengeluaran di
mana satuan kerja dapat malaksanakannya secara baik

Anggaran digunakan untuk stabilisasi sosio-ekonomi dan merangsang
pertumbuhan ekonomi

Anggaran menetapkan tujuan, biaya dan kinerja hasil yang diharapkan dari

setiap pegeluaran pemerintah

Fungsi anggaran secara umum paling tidak mencerminkan lima hal yaitu:

a. Anggaran daerah mencerminkan rencana secara detail mengenai pendapatan

b.

dan pengeluaran daerah

Anggaran daerah menetapkan tujuan, biaya dan kinerja hasil yang diharapkan
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d.

e.
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Anggaran daerah digunakan untuk menentukan prioritas kebijakan
pembangunan. Dengan adanya skala prioritas anggaran dapat mengubah
besarnya alokasi dana yang digunakan untuk melakukan kebutuhan yang
mendesak

Anggaran daerah sebagai stabilitas ekonomi ddan merangsang pertumbuhan
ekonomi

Anggaran daerah sebagai aat komunikas kepada publik. Hal ini

mencerminkan adanya transparansi dan akuntabilitas kepada publik

Anggaran sangat penting sebagai alat pengendalian mangemen yang harus

mampu menjamin bahwa pemerintah mempunyai cukup uang untuk melakukan

kewajibannya pada masyarakat. Dia menyediakan informasi dan memungkinkan

legslatif meyakini bahwa rencana kerja pemerintah dilaksanakan secara efisien,

terhindar dari pemborosan dan kemungkinan adanya penyel ewengan.

E. Normadan Prinsip Anggaran Daerah

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hendaknya

mengacu pada norma dan prinsip anggaran berikut ini.

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Setiap
dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggung jawabkan.
Disiplin Anggaran

APBD disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus

meninggalkan  keseimbangan antara  pembiayaan  penyelenggaraan
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pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu,
anggaran yang disusun harus dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat
guna, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan.

c. Keadilan Anggaran
Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pagak dan
retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah
wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh
seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

d. Efisiens dan Efektivitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat
menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesgjahteraan yang maksimal guna
kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat
efisensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan
secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat
dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan.

e. Format Anggaran
Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format anggaran surplus atau
defisit (surplus deficit budget format). Selisih antara pendapatan dan belanja
mengakibatkan terjadi surplus atau defisit anggaran. Apabila terjadi surplus,
daerah dapat membentuk dana cadangan, sedangkan bila terjadi defisit dapat
ditutupi antara lain melalui sumber pembiayaan pinjaman dan atau penerbitan

obligas daerah sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

World Bank memperinci prinsip pokok dalam penganggaran dan mangemen

keuangan adalah:
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Komprehensif dan disiplin

Anggaran daerah adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin
terciptanya disiplin pengambilan keputusan, karenanya anggaran daerah harus
disususun secara komprehensif yaitu menggunakan pendekatan yang holistic
dalam suatu diagnosa permasalahan yang dihadapi, keterkaitan antar masalah
yang muncul, evalusi kapasitas kelembagaan dan mencari cara-cara terbaik

untuk memecahkannya.

. Fleksibilitas

Sampai tingkat tertentu pemerintah daerah harus diberi diskresi yang memadai
sesuai dengan ketersediaan informasi-informas relevan yang dimilikinya.
Arahan dari pusat memang harus ada tetapi harus diterapkan secara hati-hati,

dalam arti tidak sampai mematikan inisiatif dan prakarsa daerah.

. Terprediksi

Kebijakan yang terprediksi adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas
implementasi anggaran daerah

Kegujuran

Kgujuran tidak hanya menyangkut moral dan etika manusia tetapi juga
menyangkut keberadan proyeksi penerimaan dan pengeluaran.

Informasi

Informasi adalah basis dari kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang
baik, karenanya pelaporan yang teratur tentang biaya, out put, dampak suatu

kebijakan sangat penting.
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f. Transparan dan akuntabilitas
Transparansi mensyaratkan bahwa perumusan  kebijakan  memiliki
pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan sebelum

kebijakan dijalankan (Mardiasmo, 2003: 57).

E. Proses Penyusunan RAPBD

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui
oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk menyusun APBD,
pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPIMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (Modul Mangjemen Keuangan
Daerah, 2007). Adapun penjelasannya secara terperinci adalah sebagai berikut:
1. RencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistens antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
dan pengawasan. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Hal-hal
yang harus termuat dalam RKPD adal ah:
a) Rancangan kerangka ekonomi daerah
b) Proritas pembangunan dan kewagjiban daerah (mempertimbangkan prestasi
capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-

undangan)
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c) Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah maupun ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.

d) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum
tahun anggaran berkenaan. Tata cara penyusunannya berpedoman pada

peraturan perundang-undangan.

. Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD berdasarkan

RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam

Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat:

a) Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah.

b) Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan.

c) Teknis penyusunan APBD

d) Hal-hal khususlainnya

Dalam menyusun rancangan kebijakan umum APBD, kepala daerah dibantu

oleh tim anggaran pemerintah daerah yang dikoordinasi oleh sekretaris daerah

dan disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola

keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni.

Rancangan kebijakan umum APBD disampaikan kepala daerah kepada DPRD

untuk dibahas paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjaan

untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran

berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah

bersama Panitia Anggaran DPRD. Rancangan Kebijakan Umum APBD yang
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telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD paling

lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

3. Prioritas dan Plafon Anggaran
Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah
menyusun rancangan PPAS dengan tahapan sebagai berikut:
a) Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan
b) Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan.

c) Menyusun plafon anggaran untuk masing-masing program.

Kepala daerah menyampaikan rancangan prioritas dan plafon anggaran
sementara (PPAS) yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling
lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan
dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Panitia Anggaran
DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi
prioritas dan plafon anggaran (PPA) paling lambat akhir bulan Juli tahun
anggaran berjalan. Kebijakan umum APBD dan PPA yang telah disepakati
masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani
oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD (Modul Mangemen Keuangan

Daerah, 2007)

G. Kerangka Pikir

Keuangan daerah memiliki posis yang amat penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, sebagaimana dinyatakan bahwa pemerintahan daerah tidak

akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang
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cukup untuk memberikan pelayanan, pembangunan dan keuangan inilah yang
merupakan salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah

dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Sesuai dengan tuntutan good governance anggaran maka proses penyusunan
RAPBD harus memenuhi unsure transparansi anggaran. Transparansi dalam hal
ini merupakan adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan dan yang dimaksud
dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah
yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informas diharapkan akan
menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat
berdasarkan pada preferensi publik. Dalam konteks penyusunan RAPBD Prinsip
ini memiliki beberapa aspek, yaitu (1) Adanya penyebarluasan informasi
mengena penyusunan RAPBD oleh pemerintah (2) Tersedianya hak masyarakat
terhadap akses informasi mengenai penyusunan RAPBD (30 Diciptakannya suatu
forum untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat untuk menyampaikan
informasi  mengenai mengenal  penyusunan RAPBD. (4) Terakomodasi

kepentingan masyarakat dalam penyusunan RAPBD.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi prinsip transparans
dalam penyusunan RAPBD di Kota Bandar Lampung, sebagaimana dapat dilihat

pada bagan kerangka pikir berikut:
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Proses Penyusunan RAPBD oleh
Pemerintah Kota dan DPRD Kota
Bandar Lampung

/ Implementasi Prinsip Transparansi \

1) Adanya penyebarluasan informasi mengenai penyusunan
RAPBD oleh pemerintah

2) Tersedianya hak masyarakat terhadap akses informasi
mengenai penyusunan RAPBD

3) Diciptakannya suatu forum untuk mengakomodasi
kepentingan masyarakat untuk menyampaikan informasi
mengenai mengenai penyusunan RAPBD.

4) Terakomodasi kepentingan masyarakat dalam
penyusunan RAPBD
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